Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Tinjauan yuridis mengenai pelanggaran jabatan notaris dalam o
penerbitan akta pernyataan keputusan rapat : studi kasus putusan majelis
pengawas pusat notaris nomor 02/B/MJ.PPN/V111/2010 = Juridical
review on the notarial infringement in relation to issuence deed of
meeting resolution statement : case study decision of notary central
supervisory council number 02/B/MJ.PPN/V111/2010

Y uanita lka Putri, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20283446& | okasi=|okal

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik
tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang
ditetapkan oleh undangundang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat
dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Bentuk akta
Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta Pernyataan K eputusan Rapat dan Berita Acara RUPS.Notaris
dalam menjalankan wewenangnya diberi sejumlah kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam
Undang-undang Jabatan Notaris.Namun dalam praktek sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun tidak.

Dalam putusan MPPN No.02/B/Mj.PPN/V111/2010 terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dan
Berita Acara RUPS-LB dengan nomor dan tanggal sama.Berita Acara RUPS-LB tersebut dibuat tanpa ada
minuta yang mendasarinya.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan
Notaris.Mgjelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data
sekunder.Hasi| penelitian menyatakan bahwa perbuatan Notaris membuat Berita Acara RUPS-LB tanpa
minuta yang mendasarinya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi berupa teguran lisan tersebut terlalu ringan.
Berita Acara RUPS-LB tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karenatidak ada minuta
yang mendasarinya.
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Notary is apublic official who has authority to draw up an authentic deed. The drawing up of an authentic
deed is not based solely on the desires of the parties, but it is also required by law. One of the laws which
require a certain legal action to be concluded in anotarial deed is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies ("UUPT"). The forms of notarial deed required by UUPT are Deed of Meeting Resolution
Statement and Minutes of General Meeting of Shareholders (RUPS). In carrying out their authorities,
Notaries are bound by certain obligations and prohibitions which are provided under the Law on Notarial
Title. However, in practice, infringement committed whether intentionally or unintentionally by Notaries are
often found.

In the decision of Notary Central Supervisory Council ("MPPN") No.02/B/Mj.PPN/V111/2010, a case was
made out of the drawing up of a deed of meeting resol ution statement and Minutes of Extraordinary General
Meeting of Shareholders which have the same number and date. Thisis clearly ainfringement according to
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the Law on Notarial Title. The Notary Supervisory Council handed down a ruling penalizing the violator
with administrative sanction in aform of verbal warning. This thesis utilizes normative jurudicial approach
method because it emphasizes the use of secondary data. The result of the research concludes that the
Notary s action in drawing up Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without any
minutes serving as the basis may be penalized with criminal sanction, while verbal warning would only
serve as avery light punishment. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders does not have
any binding force other than forged deed since there are no minutes to support it.



